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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.78/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-
I1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pembinaan rencana,
program dan anggaran pembangunan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran,
dan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah;

b. bahwa untuk mendukung kinerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan kerja
sama dalam negeri antara Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dengan mitra;

c. bahwa kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu diatur dan dikelola secara tertib,
efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
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Mengingat

1.

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang



Menetapkan
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Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/
P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019 ;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM
NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
mitra yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk mendukung kinerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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10.

Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri adalah perjanjian
dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam
hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di
Indonesia.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non
pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga
pelatihan, lembaga  penelitian/pengkajian, badan
eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk
lembaga swadaya masyarakat.

Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat
BUMS adalah badan usaha yang modal dan tanggung
jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang
merupakan pemilik perusahaan.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis
yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang
berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau

perjanjian.
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Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pelaksana Kerja Sama adalah pihak Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak mitra.
Pemantauan Kerja Sama adalah kegiatan yang bertujuan
untuk mengumpulkan data dan merekam pencapaian
kegiatan suatu kerja sama dengan membandingkan atau
melihat kesesuaian dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan dalam mencapai tujuan kerja sama

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
Unit/Satuan Kerja dalam pengelolaan Kerja Sama Dalam
Negeri pada Unit/Satuan Kerja lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pedoman ini bertuyjuan untuk mempermudah dan
menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Kerja
Sama Dalam Negeri untuk mewujudkan optimalisasi
pemanfaatan kerja sama dalam rangka menunjang

kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



